PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

rGiediy :
P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili
perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis

telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 14 Mei 1977, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Viny Mestika Angelia, S.H. dan Mahatma
Mahardika, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada
MMP Law Firm, yang berkantor di JI. Warung Jati Timur |,
Komplek Perhubungan Udara No. 1, Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 September 2019 yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor
Register 0858/Adv/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019,

semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 14 Mei 1984, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata |, tempat
kediaman di Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ori Setianto, S.H., M.H., Hendrawan Agusta,
S.H., Rudy Pranata Siahaan, S.H. dan Annisa Putri
Nadya, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada
kantor OSS & Partner, berkantor di The Boulevard Office
Tower, Lt. 3 D1-2, JI. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30
Oktober 2019 dan terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi
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No. 1006/Adv/X1/2019 tanggal 11 November 2019,
semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini,

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Bks.

tanggal 17 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1441

H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

B

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);

Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama
Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta,
tanggal 27 Januari 2011 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat,
perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 2014 berada di bawah
hadhanah Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak
pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27
Januari 2011 kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah
anak tersebut;

Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat
yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di
Jakarta, tanggal 27 Januari 2011 dan Anak kedua Penggugat dan
Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 2014 sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan
kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan
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setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan disesuaikan dengan
kemampuan Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana pada
diktum angka 5 tersebut di atas kepada Penggugat;

Menetapkan harta berupa:

7.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 675 "

(enam
ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Tasikmalaya,
sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 02408/Sukalaksana, Surat
Ukur No. 00015/Sukalaksana/2014, terdaftar atas nama
Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Xxx;

- sebelah timur berbatasan dengan Mesjid XxXx;

- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Xxx;

- sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Pak Nono;

7.2. Satu buah mobil Merek Mercedes Benz serf C250, Nomor Polisi B
No Pol RIE, warna putih, BPKB No. K13173405, atas nama XXX.;

7.3. Satu buah motor Suzuki Satria, Nomor Polisi B No Pol VT, warna
biru, BPKB No. 599487;

7.4 Satu buah motor Trail Kawasaki Hijau, Nomor Polisi B No Pol
BWU;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2
(seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka

7 tersebut di atas;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan
menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana
diktum angka 7 dan 8 tersebut di atas secara sukarela, dan jika tidak
dapat dibagi secara sukarela, maka dilakukan secara paksa melalui
Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk

Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
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10. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) harta

berupa:

10.1. Sebidang tanah seluas 118 m? (seratus delapan belas meter
persegi), yang terletak di Depok, sesuai dengan Sertipikat Hak
Milik No. /Cinere, Surat Ukur No. 00112/Cinere/2013, terdaftar
atas nama Terbanding

10.2. Apartemen Xxx Lantai 20, No. 9, seluas 38 m?, Kota Bekasi;

10.3. Satu buah mobil Merek Toyota Noah, Nomor Polisi B No Prk HH,
warna silver, BPKB No. M-07895374, atas nama Pembanding;

11. Menolak gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad);

12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp2.796.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama

tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat, selanjutnya disebut
Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 01
Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut pada sebagaimana tanggal
tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Oktober
2019;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal
15 Oktober 2019 yang pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan
Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 17 September
2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1441 H., selanjutnya
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya
kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat
Nomor: W10-Al 9/6353/HK.05/X1/2019 tanggal 19 November 2019;
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Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding sampai berkas
perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding tidak
menyampaikan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat
Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi
Nomor: No Prk/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 17 Desember 2019 dan relaas/
surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: No
Prk/Pdt.G/ 2018/PA.Bks. yang disampaikan melalui Pengadilan Agama
Jakarta Pusat dengan surat Nomor: W10-A19/6353/HK.05/XI1/2019 tanggal
19 November 2019, akan tetapi sampai berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga belum kembali;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) melalui Pengadilan Agama
Jakarta Selatan dengan surat Nomor: W10-A19/6557/HK.05/X1/2019 tanggal
29 November 2019 dan kepada Terbanding telah diberitahu pula melalui
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor: W10-A19/6354/
HK.05/X1/2019 tanggal 19 November 2019, akan tetapi sampai berkas
perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan
Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage)
sebagaimana diuraikan masing-masing dalam Surat Keterangan yang
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: No
Prk/Pdt.G/ 2018/PA.Bks. tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Januari 2020 dengan Nomor
16/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan
Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/276/Hk.05/1/2020 tanggal 07
Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan
Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan
banding pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan demikian permohonan

banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari,
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sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di jawa dan Madura permohonan
banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi
untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan

Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan
seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan
putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Bks.
tanggal 17 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1441
H. dan Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah
berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak
berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan
Mediator Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak
berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat
bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1)
HIR jiz. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat

dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam gugatannya
disamping mengajukan gugatan cerai (sebagai pokok perkara) juga

mengajukan kumulasi gugatan tentang hak hadhanah (pengasuhan dan
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biaya untuk anak) serta gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama telah mengatur secara khusus (lex spesialis)
tentang kebolehan penggabungan (kumulasi) gugatan perceraian dengan
gugatan hadhanah (penguasaan anak) dan harta bersama sebagaimana
diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Gugatan soal
penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri
dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah

putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, maka
penggabungan (kumulasi) gugatan perceraian dan pembagian harta
bersama beralasan hukum, oleh karenanya terhadap keberatan Tergugat/
Pembanding sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya tidak

beralasan karena itu harus dikesampingkan;
Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar)
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana
termuat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018 yang dikuatkan
dalam repliknya tertanggal 6 November 2018 yang pokoknya menyatakan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
percekcokan sejak kehadiran anak pertama antara lain penyebabnya karena
masalah ekonomi, masalah prinsip keluarga, masalah hubungan suami isteri
dan perilaku Tergugat yang kasar. Selama kurun waktu tahun 2016-2018
sering terjadi percekcokan hebat antara Penggugat dan Tergugat dan sudah
pernah dilakukan mediasi antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat
sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil meredakan percekcokan
Penggugat dan Tergugat dan akibat percekcokan yang berlangsung terus
menerus tersebut sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah;
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Menimbang, bahwa atas dalil-dalii gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 25 September 2018
yang dikuatkan dengan dupliknya tertanggal 27 November 2018 yang
pokoknya menyatakan menolak dengan tegas tegas dalil-dalil Penggugat
terutama yang berkenaan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan
percekcokan kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar
pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap
Penggugat beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan keterangan dari kedua belah
pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan
telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah
terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya
terjadi pada bulan Maret 2018 yang akibatnya sejak saat itu sampai dengan
sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal/pisah
rumah, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi
alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karena itu gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bekasi
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan
disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana
tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim
Tingggi Agama Bandung karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bekasi tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada
fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang
bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang

bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:
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e Bahwa saksi Saksi pertama Penggugat, sebagai uwa Penggugat
mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016
sering terjadi pertengkaran dan sudah sejak setahun yang lalu
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah diusahakan
untuk berdamai namun tidak berhasil, (vide Berita Acara Sidang
halaman 118 - 121) dan saksi Saksi kedua Penggugat sebagai uwa
Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi
pertengkaran dan sudah sejak enam bulan yang lalu mereka pisah
rumah serta sudah diusahakan mendamaikan keduanya namun tidak

berhasil (vide Berita Acara Sidang halaman 121 — 124);

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyyah, ikatan antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena
berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan rumah tangga
Penggugat dan Terggugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan
bertengkar dan sejak Maret 2018 Penggugat dan Terggugat telah berpisah
tempat tinggal/rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan
batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami
dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam
Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat
dan Terggugat yang telah berpisah rumah sejak Maret 2018, patut diduga
bahwa Penggugat dan Terggugat sudah tidak dapat lagi untuk saling
memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap
pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian
lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 27 Pebruari

2010 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Halaman 9 dari 301 halaman Putusan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali
Penggugat dengan Tergugat, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bekasi di setiap persidangan maupun upaya
perdamaian melalui mediator serta upaya perdamaian oleh pihak keluarga
ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidak-tidaknya ada
salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara a quo
kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan

perkawinan bersama,;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38
K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam,
pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai
suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan
kuat, Al-quran menyebutnya dengan “mitsaqan ghalidzan” yaitu suatu
perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan
dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang
diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah
(broken marriage) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk
terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hal itu
berarti hati keduanya telah pecah pula dengan demikian berarti telah
memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa terhadap
putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
sebagaimana petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat

dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat)
yang meminta Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan putusan ini
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes untuk dicatatkan

perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut ternyata
belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, oleh
karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 3, maka
perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan
dalam amar putusan pengadilan, oleh karena itu terhadap petitum angka 4

(empat) tersebut harus dikesampingkan;
Gugatan Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
mengemukakan bahwa selama dalam pernikahannya dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama
Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Januari 2011
dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta
tanggal 30 Mei 2014 dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat,
oleh karenanya mohon kedua anak tersebut ditetapkan hak
hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat

selaku ibu kandungnya (vide petitum gugatan angka 5);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam
jawabannya yang pokoknya menyatakan keberatan bila hak hadhanah/
pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Penggugugat dan Tergugat
ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat terlalu
sibuk dengan pekerjaannya serta saat ini sedang pendidikan S.2 setiap
Jumat dan Sabtu full day, sehingga anak sering diasuh oleh Ibu Penggugat,
oleh karena itu Tergugat mohon kedua anak Penggugugat dan Tergugat hak

hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaannya ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam
memberikan pertimbangan dan kepastian hukum tentang siapa yang
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bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) atas
anak tersebut, bukanlah semata-mata dari kepentingan kedua orang tua
anak tersebut, akan tetapi semata-mata dalam rangka memberikan
perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut (the

interest of the children);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak
adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang
dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif,
maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”. Hal
tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung
R.l., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point
XIll, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal
50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya
berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah
satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik

anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :
"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau
bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a)
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya” hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-
Bagarah: 233 yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

Halaman 12 dari 301 halaman Putusan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan” dan Hadits diriwayatkan oleh Abu
Daud yang artinya: Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya seorang
perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah, ini
anakku, perutku yang mengandungnya, susuku yang diminumnya,
pangkuanku yang memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya mentalakku
(menceraikanku) dan dia bermaksud merampas anak ini dariku”. Maka
Rasulullah SAW menjawab: “Engkau lebih berhak terhadap anak ini selama
engkau belum menikah.” (HR. Abu Daud).

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta
dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak
pertama Penggugat dan Tergugat dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan
Lahir atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, maka terbukti Anak
pertama Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 2 Januari 2011 (sekarang
berumur 9 tahun) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 30
Mei 2014 (sekarang berumur 5 tahun 7 bulan) yang dikuatkan dengan
keterangan kedua orang saksi Penggugat, maka dengan demikian terbukti
bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun dan sekarang kedua anak tersebut secara nyata
diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sendiri memiliki pekerjaan tetap

sebagai karyawati Bank Danamon (vide bukti P.19);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas secara kejiwaan
(emosional) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan

perlindungan dan kasih sayang seorang ibu serta sepanjang proses
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pemeriksaan tidak terdapat cacat/cela yang dapat menggugurkan hak
Penggugat sebagai pemegang hak hadhonabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bekasi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menetapkan hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Penggugat
dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir
tanggal 2 Januari 2011 (sekarang berumur 9 tahun) dan Anak kedua
Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 30 Mei 2014 (sekarang berumur 5
tahun 7 bulan) kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat
untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang, mendidik, mengajak pergi
berekreasi dan bersilaturrahim dengan keluarga Tergugat tentunya dengan

sepengetahuan dan seizin Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai
pemegang hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan
Tergugat sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama
Anak pertama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat
dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menghukum
Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dapat
dikuatkan;

Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mengemukakan bahwa
disamping mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan
(hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga
mohon agar Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah (biaya)
pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sesuai
inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun
sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun (vide

petitum gugatan angka 6);
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Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat di dalam duplik angka 8 (delapan) menyatakan keberatan terhadap
tuntutan Penggugat tentang nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak tersebut dan dalil Penggugat mengenai besarnya gaji Tergugat
sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah gaji pada akhir
tahun 2010 saat masih bekerja di PT Xxx;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ‘Bapak yang
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut”. jo. Pasal 105 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan selanjutnya di
dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Semua
biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka
nafkah atau biaya penghidupan dan biaya pendidikan terhadap kedua anak
tersebut, menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah dari anak-anak
tersebut, akan tetapi bila terbukti ayah (dalam hal ini Tergugat) tidak mampu
untuk memikul biaya tersebut, maka ibu (dalam hal ini Penggugat) dapat ikut

memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa besaran
nafkah/biaya penghidupan dan pendidikan yang layak dan patut untuk
kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam surat Penggugat (dalam identitas
Tergugat) disebutkan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta
dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat meskipun Penggugat tidak
menjelaskan lebih lanjut baik dalam posita gugatan, replik maupun bukti-
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bukti tentang dimana Tergugat bekerja, sebagai apa maupun berapa

penghasilannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat dipahami bahwa Tergugat
memiliki pekerjaan dan demikian memiliki penghasilan meskipun tidak

diketahui berapa besarnya,

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa
dengan Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan, akan tetapi tidak
sebesar sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana
yang didalilkan Penggugat, karena menurut Tergugat adalah gaji pada akhir
tahun 2010 saat masih bekerja di PT Xxx, oleh karena itu mengingat kondisi
Tergugat saat ini tidak memiliki penghasilan sebagaimana yang disebutkan
di atas, maka sudah sepatut dan selayaknya Tergugat dibebani untuk
memberikan nafkah/biaya penghidupan dan pendidikan bagi kedua anaknya
sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus
dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa,
dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10%

pertahun;
Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal tertanggal 11 Mei 2018 yang kemudian diadakan perubahan pada
tanggal 14 Agustus 2018 yang pokoknya menyatakan bahwa selama masa
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berhasil membeli
dan mengumpulkan harta benda yang merupakan harta bersama yang

terdiri dari:

1. Barang Tidak Bergerak
a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 118 m? (seratus
delapan belas meter persegi), yang terletak di Depok, sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik No. /Cinere, Surat Ukur No. 00112/ Cinere/2013,
terdaftar atas nama Terbanding
b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 675 m? (enam
ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Tasikmalaya,
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C.

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02408/Sukalaksana, Surat
Ukur No. 00015/Sukalaksana/2014, terdaftar atas nama Terbanding

Apartemen Xxx Lantai 20, No. 9, seluas 38 m?, Kota Bekasi;

2. Barang Bergerak

a.

d.

Satu buah mobil Merek Mercedes Benz seri C250, Nomor Polisi
B No Pol RIE, warna putih, BPKB No. K13173405, atas nama XXxx;

Satu buah mobil Merek Toyota Noah, Nomor Polisi B No Pol HH,
warna silver, BPKB No. M-07895374, atas nama Pembanding;

Satu buah motor Suzuki Satria, Nomor Polisi B No Pol VT, warna
biru, BPKB No. 599487, atas hama XXxX;

Satu buah motor Trail Kawasaki Hijau, Nomor Polisi B No Pol BWU;

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat

dan Tergugat untuk membagi dua sama besar seluruh harta bersama

masing-masing 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah

memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 September 2018 yang

pokoknya menyatakan:

Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah

memiliki harta yang di dapat selama perkawinan yang merupakan harta

bersama, terdiri dari:

Barang Tidak Bergerak:

1).

2).

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 118 m? (seratus
delapan belas meter persegi), yang terletak di Depok, sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik No. /Cinere, Surat Ukur No. 00112/ Cinere/2013,

terdaftar atas nama Terbanding

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 675 m? (enam
ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Tasikmalaya,
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02408/Sukalaksana, Surat
Ukur No. 00015/Sukalaksana/2014, terdaftar atas nama Terbanding
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Barang Bergerak:

1). Satu buah mobil Merek Toyota Noah, Nomor Polisi B No Pol HH,
warna silver, BPKB No. M-07895374, atas nama Pembanding;

2). Satu buah motor Suzuki Satria, Nomor Polisi B No Pol VT, warna biru,
BPKB No. 599487, atas nama XxX;

3). Satu buah motor Trail Kawasaki Hijau, Nomor Polisi B No Pol BWU,

- Bahwa Tergugat menolak pembagian harta bersama dilakukan bersama-
sama dengan perceraian dan hadhanah sebagaimana termaktub dalam
kaedah hukum Mahkamah Agung RI No. 1020K/Pdt/1986 dikatakan
pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan

gugatan perceraian;

- Bahwa Tergugat mempersilakan Penggugat membuktikan dalilnya

tentang kendaraan Mercedes benz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu obyek
gugatan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan tentang
keberatan Tergugat terhadap pembagian harta bersama dilakukan bersama-
sama dengan perceraian dan hadhanabh;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta
bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan
perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Bandung mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tentang

harta bersama sebagai berikut;
Barang Tidak Bergerak

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 118 m? (seratus
delapan betas meter persegi), yang terletak di Depok, sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik No. /Cinere, Surat Ukur No. 00112/
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Cinere/2013, terdaftar atas nama Terbanding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap
obyek gugatan berupa Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas
118 m? (seratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Depok, sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik No. /Cinere, Surat Ukur No. 00112/ Cinere/2013,
terdaftar atas nama Terbanding, tidak dapat diterima (niet onvantklijke

verklaard) dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah
mengakui bahwa obyek gugatan merupakan harta bersama, akan tetapi
oleh karena obyek gugatan tersebut berdasarkan bukti P.14 berupa sertifikat
hak milik No. /Cinere, saat ini masih menjadi agunan/hak tanggungan pada
PT. Bank Muamalat Indonesia.TBK., maka terhadap obyek gugatan tersebut
meskipun terbukti harta bersama akan tetapi saat ini masih menjadi
jaminan/agunan pada bank, maka belum menjadi milik mutlak/sempurna
(milkuttaam), Penggugat dan/atau Tergugat, oleh karenanya gugatan
Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan disebabkan dinilai
masih premature (belum waktunya untuk diajukan). Hal tersebut sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 653 K/AG/2011 tanggal
30 April 2012, Nomor 636 K/AG/2013, tanggal 13 Desember 2013 dan
Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014, oleh karenanya putusan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantklijke verklaard)

dapat dipertahankan dan dikuatkan;

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 675 m? (enam
ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Tasikmalaya,
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02408/Sukalaksana, Surat
Ukur No. 00015/Sukalaksana/2014, terdaftar atas nama Terbanding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
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Pengadilan Agama Bekasi yang menetapkan obyek gugatan berupa
sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 675 m2 (enam ratus
tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Tasikmalaya, sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik No. 02408/Sukalaksana, Surat Ukur No. 00015/
Sukalaksana/2014, terdaftar atas nama Terbanding, sebagai harta bersama

Penggugat dan Tergugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 25
September 2018 telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek gugatan
merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama
perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR
pengakuan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta
dikuatkann dengan bukti P.13 berupa Sertifikat Hak Milik No. 02408/
Sukalaksana serta hasil pemeriksaan sidang di tempat (discente), maka
terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang
menetapkan obyek gugatan berupa sebidang tanah berikut bangunan di
atasnya, seluas 675 m? (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang
terletak di Tasikmalaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02408/
Sukalaksana, Surat Ukur No. 00015/Sukalaksana/2014, terdaftar atas nama
Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan
dengan tanah/rumah milik Xxx, sebelah timur berbatasan dengan Mesjid
XxX, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Xxx, dan sebelah barat
berbatasan dengan tanah/rumah milik xxx, sebagai harta bersama
Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

c. Apartemen xxx Lantai 20, No. 9, seluas 38 m2, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya secara tertulis
tertanggal 25 September 2018 angka 33 yang pokoknya menyatakan
Tergugat sangat keberatan bila Apartemen xxx Lantai 20, No. 9, seluas 38
m?, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Penggugat dimasukkan dalam
harta bersama, karena Tergugat tidak pernah mengetahui apalagi merasa
memiliki asset tersebut, selain itu terdapat fakta hukum yang tidak
terbantahkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada

Penggugat maupun menandatangani persyaratan pengajuan kredit
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kepemilikan apartemen atas nama Penggugat di Bank Muamalat Cabang
Matraman Jakarta Timur, tentunya hal ini menjadi temuan hukum yang
sangat serius untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat (vide Berita Acara Sidang

tanggal 25 September 2018 halaman 42);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat di
dalam repliknya halaman 3 huruf a, b dan c (vide Berita Acara Sidang
tanggal 6 November 2018 halaman 50) secara implisit dapat dipahami
bahwa apartemen Xxx Lantai 20, No. 9, seluas 38 m? Kota Bekasi dibeli
oleh Penggugat dan sekaligus dijadikan sebagai jaminan/agunan pada Bank
dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Matraman Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan dan
terbukti bahwa obyek gugatan berupa Apartemen Xxx Lantai 20, No. 9,
seluas 38 m?, Kota Bekasi, di beli oleh Penggugat dan sekaligus dijadikan
sebagai jaminan/agunan pada Bank dalam hal ini Bank Muamalat
Indonesia.TBK (vide bukti P.17 Rekening Koran Bank Muamalat an.

Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan a quo masih menjadi
jaminan/agunan pada Bank (dalam hal ini Bank Muamalat Cabang
Matraman Jakarta Timur), maka obyek gugatan tersebut belum menjadi milik
mutlak/sempurna (milkuttaam) Penggugat dan/atau Tergugat, oleh
karenanya gugatan Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan
disebabkan dinilai masih premature (belum waktunya untuk diajukan). Hal
tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653
K/AG/2011 tanggal 30 April 2012, Nomor 636 K/AG/2013, tanggal 13
Desember 2013 dan Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014,
oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang
menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvantklijke verklaard) sudah tepat dan benar untuk itu dapat dipertahankan

dan dikuatkan;
Barang Bergerak:

a. Satu buah mobil Merek Mercedes Benz seri C250, Nomor Polisi B No
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Pol RIE, warna putih, BPKB No. K13173405, atas nama XxXx;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita surat gugatannya
tertanggal tertanggal 11 Mei 2018 yang kemudian diadakan perubahan pada
tanggal 14 Agustus 2018 yang pokoknya menyatakan bahwa selama masa
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama
berupa satu buah mobil Merek Mercedes Benz seri C250, Nomor Polisi
B No Pol RIE, warna putih, BPKB No. K13173405, atas nama Xxx, hamun di
dalam repliknya tertanggal 2 Oktober 2018 Penggugat menerangkan bahwa
mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin
Penggugat, lalu uang hasil penjualannya dinikmati untuk kepentingan
Tergugat sendiri (vide Berita Acara Sidang Tanggal 6 November 2018

halaman 50);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya secara tertulis
tanggal 25 September 2018 tidak menanggapi tentang gugatan Penggugat
tersebut, akan tetapi di dalam dupliknya tanggal 27 November 2018 angka 4
huruf d Tergugat menyatakan bahwa “Tergugat mempersilakan penggugat
untuk membuktikan dalilnya, jika memang Tergugat benar memiliki

kendaraan mercedez benz sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat”;

Menimbang, bahwa dari keterangan/pernyataan Penggugat sendiri
yang menyatakan bahwa obyek gugatan yang berupa Merek Mercedes
Benz seri C250, Nomor Polisi B No Pol RIE, warna putih, BPKB No.
K13173405 atas nama Xxx telah dijual berarti obyek barang yang digugat
dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada wujudnya kecuali yang digugat adalah nominal hasil
penjualan obyek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa gugatan seperti ini
mengandung cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

onvantklijke verklaard);

b. Satu buah mobil Merek Toyota Noah, Nomor Polisi B No Pol HH,
warna silver, BPKB No. M-07895374, atas nama Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
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Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan gugatan Penggugat
terhadap obyek gugatan berupa satu buah mobil Merek Toyota Noah,
Nomor Polisi B No Pol HH, warna silver, BPKB No. M-07895374, atas nama
Pembanding, tidak dapat diterima (niet onvantklijke verklaard) dengan

tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bekasi untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet onvantklijke verklaard) karena obyek sengketa saat ini masih menjadi
jaminan/agunan adalah berupa bukti P.12 berupa foto copy percakapan via
Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang isinya bahwa Penggugat
pernah memberitahukan kepada Tergugat tentang tagihan cicilan mobil

merk Toyota Noah yang belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang merupakan alat bukti
elektronik dan/atau hasil cetakannya baru dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil
diatuar dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan
dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-
undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur
dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan
dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan
ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji

keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk
menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, karenanya sesuai Pasal 5
ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut
dapat dikatagorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat
diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat
bukti yang lain;
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Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 25
September 2018 telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek gugatan
merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama
perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR
pengakuan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh
karenanya terbukti bahwa obyek gugatan Penggugat berupa mobil Merek
Toyota Noah, Nomor Polisi B No Pol HH, warna silver, BPKB No. M-
07895374, atas nama Pembanding adalah merupakan harta bersama

Penggugat dan Tergugat;

c. Satu buah motor Suzuki Satria, Nomor Polisi B No Pol VT, warna
biru, BPKB No. 599487, atas nama Xxx dan Satu buah motor Trail
Kawasaki Hijau, Nomor Polisi B No Pol BWU

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bekasi yang menetapkan obyek gugatan berupa satu
buah motor Suzuki Satria, Nomor Polisi B No Pol VT, warna biru, BPKB
No. 599487, atas nama Xxx dan satu buah motor Trail Kawasaki Hijau,
Nomor Polisi B No Pol BWU, sebagai harta bersama Penggugat dan
Tergugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 25
September 2018 telah mengakui dan membenarkan bahwa kedua obyek
gugatan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang
diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal
174 HIR pengakuan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,
oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi
yang menetapkan obyek gugatan berupa satu buah motor Suzuki Satria,
Nomor Polisi B No Pol VT, warna biru, BPKB No. 599487, atas nhama Xxx
dan satu buah motor Trail Kawasaki Hijau, Nomor Polisi B No Pol BWU,
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan

dikuatkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat

dan Tergugat adalah obyek gugatan berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 675 m? (enam ratus
tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Tasikmalaya, sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik No. 02408/Sukalaksana, Surat Ukur
No. 00015/Sukalaksana/2014, terdaftar atas nama Nyonya
Terbandingdengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Xxx;
- sebelah timur berbatasan dengan Mesjid Xxx;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Xxx;

- sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Pak Nono;

2. Satu buah mobil Merek Toyota Noah, Nomor Polisi B No Pol HH, warna
silver, BPKB No. M-07895374, atas nama Pembanding;

3. Satu buah motor Suzuki Satria, Nomor Polisi B No Pol VT, warna biru,
BPKB No. 599487;

4. Satu buah motor Trail Kawasaki Hijau, Nomor Polisi B No Pol BWU,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi
Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan”, maka Majelis Hakim berpendapat patut
mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan Penggugat dan
Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama
tersebut serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan
menyerahkan harta bersama tersebut secara sukarela, dan jika tidak dapat
dibagi secara sukarela, maka dilakukan secara paksa melalui Kantor Lelang
Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2
(seperdua) bagian untuk Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum

putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan

putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum
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banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkannya

sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang putusan
serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dapat dijatuhkan jika telah
dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan,
yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal
180 ayat (1) HIR serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2001, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur
dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang
menyebutkan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak
lain jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan
putusan pengadilan tingkat pertama”, serta merujuk kepada Buku Il
Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan, maka Majelis Hakim
menyatakan menolak gugatan tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij

voorraad) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian, menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No
Prk/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 17 September 2019 M., bertepatan dengan
tanggal 17 Zulhijah 1441 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan
dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat

dalam amar putusan perkara ini.
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Menimbang, bahwa mengenai siapa yang harus dibebani untuk
membayar biaya dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berlaku sebagai lex spesialis yang
mengesampingkan Pasal 181 ayat (1) HIR sebagai lex generalis, maka
biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat
dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Il. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: No Prk/Pdt.G/
2019/PA.Bks tanggal 17 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan
tanggal 17 Zulhijah 1441 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding)
terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama
Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta,
tanggal 27 Januari 2011 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat,
perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 2014 berada di bawah
hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk
dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang, mendidik, mengajak pergi
berekreasi dan bersilaturrahim dengan keluarga Tergugat dengan

sepengetahuan dan seizin Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak

pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal
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27 Januari 2011 kepada Penggugat sebagai pemegang hak
hadhanah anak tersebut;

Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-
laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Januari 2011 dan Anak kedua
Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei
2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan di luar
biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau

mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana pada

diktum angka 5 tersebut di atas kepada Penggugat;

Menetapkan harta berupa:

7.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 675 m?
(enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di
Tasikmalaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02408/
Sukalaksana, Surat Ukur No. 00015/Sukalaksana/2014 terdaftar
atas nama Nyonya Terbandingdengan batas-batas sebagai
berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Xxx;

- sebelah timur berbatasan dengan Mesjid Xxx;

- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Xxx;

- sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Pak
Nono;

7.2 Satu buah mobil Merek Toyota Noah, Nomor Polisi B No Pol HH,
warna silver, BPKB No. M-07895374, atas hama Pembanding

7.3. Satu buah motor Suzuki Satria, Nomor Polisi B No Pol VT,
warna biru, BPKB No. 599487;

7.4. Satu buah motor Trail Kawasaki Hijau, Nomor Polisi B No Pol
BWU;
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
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8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2
(seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum

angka 7 tersebut di atas;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan
menyerahkan  bagian masing-masing dari harta bersama
sebagaimana diktum angka 7 dan 8 tersebut di atas secara sukarela
dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela, maka dilakukan secara
paksa melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua)
bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;

10. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) harta

berupa:

10.1. Sebidang tanah seluas 118 m? (seratus delapan belas meter
persegi) yang terletak di Depok sesuai dengan Sertifikat Hak
Milik No /Cinere, Surat Ukur No. 00112/ Cinere/2013, terdaftar

atas nama Terbanding
10.2. Apartemen XxxLantai 20, No. 9, seluas 38 m?, Kota Bekasi;

10.2. Satu buah mobil Merek Mercedes Benz seri C250, Nomor
Polisi B No Pol RIE, warna putih, BPKB No. K13173405, atas

nama XXX

11. Menolak gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad);

12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp2.796.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah);

[ll. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
PengadilanTinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Februari
2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah,

Halaman 29 dari 301 halaman Putusan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H.,
M.S.I. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:
1. Biaya Proses . Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp.  6.000,00
Jumlah ' Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
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